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BUPATI BANYUMAS,

bahwa Bangunan gedung sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam pembentukan watak,
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia,
sehingga penyelenggaraan bangunan gedung perlu
diatur dan dibina demi kelangsungan dan
peningkatan kehidupan serta penghidupan
masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan
gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta
seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
bangunan gedung yang tertib, sesuai dengan fungsi
dan selaras dengan lingkungannya, dibutuhkan
penataan dan pengendalian Bangunan Gedung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Bangunan Gedung perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Bangunan Gedung;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17

Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 45) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
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Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya
disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang
karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan
keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau
yang karena penyelenggaraannya dapat
membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau
mempunyai risiko bahaya tinggi.

Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan
Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana
meliputi Bangunan Gedung kantor dan Bangunan
Gedung Negara lainnya dengan jumlah lantai sampai
dengan 2 (dua) lantai, dengan luas sampai dengan 500
m2 (lima ratus meter persegi), dan rumah negara tipe
c, tipe d, dan tipe e.

. Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang

didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi
masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan
rumah adat.

. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari

fungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan
tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.

Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya
disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah
ditetapkan statusnya sebagai bangunan Cagar Budaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang Cagar Budaya.

Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat
BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi
Standar Teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja
terukur secara signifikan dalam penghematan energi,
air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan
prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi
dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang
selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan
Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah
tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan
administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan
rencana kerja bangunan H2M.
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Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat
KRK adalah informasi tentang ketentuan tata
bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi
tertentu.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar
teknis Bangunan Gedung.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat
GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang
tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi
fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun
samping.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka  persentase  berdasarkan
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan
atau daerah perencanaan sesuai KRK.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas
lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai
KRK.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat
KDH adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung
yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah
perencanaan sesuai KRK.

Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat
KTB adalah angka  persentase berdasarkan
perbandingan antara luas tapak basemen terhadap
luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan
sesuai KRK.

Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah
dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

Standar Teknis adalah standar yang dibakukan
sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan
standar metode uji baik berupa Standar Nasional
Indonesia maupun standar internasional yang
diberlakukan dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang
selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan
tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah.
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Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang
selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari
Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ke dalam
rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam
rencana rinci tata ruang.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang
bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana dan pedoman pengendalian
pelaksanaan.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan
pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses
Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta
kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar
teknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang
mengikuti tahapan prarencana, pengembangan
rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri
atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar,
rencana tata ruang dalam/interior serta rencana
spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan
perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan
Standar Teknis yang berlaku.

Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim
Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis
dan  profesional terkait dengan = pemenuhan
persyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalam
proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
maupun pembongkaran Bangunan Gedung.

Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan
memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan
fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara
berkala.

Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan
keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.
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Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya
agar selalu Laik Fungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana
agar Bangunan Gedung tetap Laik Fungsi.

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran,
serta  pemeliharaan  Bangunan Gedung dan
lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai
dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dan
dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki,
memulihkan kembali Bangunan Gedung ke bentuk
aslinya.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan
Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarananya.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan
pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
Pelestarian, dan Pembongkaran.

Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang
menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan
Gedung.

Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik
Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan
Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik
Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau
mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan
Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah
orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi bidang
Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis,
pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen
konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan
Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.

Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh
Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan
teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT
adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara
Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan
teknis dalam proses penilaian dokumen Rencana
Teknis Bangunan Gedung dan Rencana Teknis
Pembongkaran berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu)
lantai dengan luas paling banyak 72 m? (tujuh puluh
dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua)
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lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m?2
(sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan
dokumen permohonan SLF perpanjangan.

Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat
kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan
usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas
kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk
mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai
dengan IMB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan
Gedung.

Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut
Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki
kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pendataan Bangunan Gedung adalah kegiatan
pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh
Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang dilakukan
secara bersama dengan proses PBG, SLF, dan
Pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan
mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.

Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan
hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang
kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk
masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang
merupakan perwujudan kehendak dan keinginan
masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban,
memberi masukan, menyampaikan pendapat dan
pertimbangan, serta melakukan Gugatan Perwakilan
berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang
diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili
kelompok dalam mengajukan gugatan untuk
kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili
pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta
atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota
kelompok yang dimaksud.

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan dalam rangka ~mewujudkan tata
pemerintahan yang baik sehingga setiap
penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat
berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan
Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta
terwujudnya kepastian hukum.



S1.Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan
peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk,
dan Standar Teknis Bangunan Gedung sampai di
daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.

52. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk
menumbuhkembangkan  kesadaran akan  hak,
kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan
Gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

53. Pengawasan adalah pemantauan terhadap
pelaksanaan  penerapan  peraturan  perundang-
undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya
penegakan hukum.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;

b. persyaratan bangunan gedung;

c. penyelenggaraan bangunan gedung;

d. TPA;

e. TPT;

f. Penilik;

g. peran masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan
Bangunan Gedung; dan

h. sanksi.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari
gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan
dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang
diperlukan pada bangunan gedung.

(2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata
ruang.

(3) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh
pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis
bangunan gedung melalui pengajuan permohonan izin
mendirikan bangunan gedung.

(4) Penetapan fungsi klasifikasi bangunan gedung dilakukan
oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan PBG, kecuali
Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah.
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4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal
10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah
dengan mengajukan permohonan PBG baru.

(2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam
rencana tata ruang.

(3) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung
harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif
dan persyaratan teknis bangunan gedung yang baru.

(4) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung
harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau
Klasifikasi Bangunan Gedung.

(5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Persetujuan
Bangunan Gedung, kecuali bangunan gedung fungsi
khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
bangunan gedung.
(2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi :
a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah;
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. PBG.
(3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi :
a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri

atas:
1) Persyaratan peruntukan dan Intensitas bangunan
gedung;

2) Arsitektur bangunan gedung;
3) Pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan
gedung tertentu; dan
4) Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).
b. Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas :
1) Persyaratan keselamatan;
2) Persyaratan kesehatan;
3) Persyaratan kenyamanan; dan
4) Persyaratan kemudahan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan

bangunan gedung wajib memiliki PBG.
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(2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW Kab, dan/atau

RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL
yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi
bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan
yang baru harus disesuaikan.

(2) Dalam penyesuaian fungsi bangunan gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemilik bangunan gedung harus
mengajukan permohonan perubahan PBG.

(3) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan

peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak
kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 31

Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 disesuaikan dengan penetapan
tema arsitektur bangunan di dalam peraturan zonasi dalam
rencana tata ruang.

Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetika bentuk,
karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di
sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah
pelestarian.

Penampilan bangunan gedung yang didirikan
berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan,
harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah
estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan
gedung yang dilestarikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penampilan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (10) Pasal 49 diubah, sehingga
Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap
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beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
meliputi  persyaratan struktur Bangunan Gedung,
pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas
bangunan gedung, struktur bawah bangunan gedung,
pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur,
keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban
dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan
kelayakan selama umur yang direncanakan dengan
mempertimbangkan :

a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan
kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan
gedung;

b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja
selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap
maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin,
korosi, jamur dan serangga perusak;

c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun
struktur Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;

d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail
pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada
saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih
memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;

e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah
yang dapat terjadi likuifaksi; dan

f. keandalan bangunan gedung.
Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa
respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara
atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur
pelayanan dengan menggunakan standar yang berlaku
tentang ketahanan gempa, standar pembebanan rumah dan
gedung, atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis.
Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja,
konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan
bahan dan teknologi khusus dilaksanakan sesuai standar
yang berlaku.
Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.
Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas
lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah
yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan
gedung tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung
yang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah
sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan
penurunan yang  berlebihan atau  ketidakstabilan
konstruksi.

Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan

struktur bangunan yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan

Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan

Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.

Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan

cara melakukan pemeriksaan berkala tingkat keandalan
bangunan gedung sesuai dengan Pedoman Teknis

Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.



(10)

Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan
lingkungan dan pengguna bangunan gedung serta sesuai
standar yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9

(10)

(11)
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Pasal 50
Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan sistem
proteksi bahaya kebakaran.

Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus
mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada
tahap Perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.

Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi ketentuan teknis mengenai:

a. sistem proteksi pasif;
b. sistem proteksi aktif; dan
c. manajemen kebakaran.

Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
b. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran; dan
c. sarana penyelamatan.

Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, risiko kebakaran,
geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau
jumlah dan kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung dalam
Bangunan Gedung.

Ketentuan teknis mengenai sistem  proteksi aktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. sistem pemadam kebakaran;

b. sistem deteksi, alarm kebakaran, dan sistem komunikasi;
c. sistem pengendalian asap kebakaran; dan

d. pusat pengendali kebakaran.

Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian,
volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi Pengguna
dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung.

Ketentuan teknis mengenai manajemen kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai,
dan/atau dengan jumlah Pengguna dan/atau Pengunjung
tertentu.

Penggunaan  peralatan Bangunan  Gedung  harus
memperhatikan risiko terhadap kebakaran.

Dalam hal diperlukan penentuan sifat bahan Bangunan
Gedung dan tingkat ketahanan api komponen struktur
Bangunan Gedung, dilakukan pengujian api.

Pengujian api sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dilakukan sesuai standar metode uji oleh lembaga uji yang
terakreditasi.



(12) Untuk mendukung kemampuan Bangunan Gedung
terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun
dan menerapkan rencana manajemen kebakaran skala
perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran
kota.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan
kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan
bahaya kelistrikan.

(2) Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap
bahaya petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
ketentuan teknis mengenai:

a. sistem proteksi petir eksternal; dan
b. sistem proteksi petir internal.

(3) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi petir eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. terminal udara;

b. konduktor turun;

c. pembumian; dan

d. sistem pengawasan.

(4) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi petir internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
proteksi peralatan elektronik terhadap efek dari arus petir.

(5) Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap
bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk perencanaan, pemasangan, pemeriksaan,
dan Pemeliharaan instalasi listrik.

(6) Setiap Bangunan Gedung yang dilengkapi dengan instalasi
listrik dan sumber daya listriknya, harus dijamin aman dan
andal.

(7) Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap
bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi ketentuan teknis mengenai:

a. sumber listrik;

b. instalasi listrik;

c. panel listrik; dan

d. sistem pembumian.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 54
(1) Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 bertujuan untuk menjamin
terjadinya pergantian udara segar, menjaga kualitas udara
sehat dalam ruangan dan dalam bangunan, serta
menghilangkan kelembaban, bau, asap, panas, bakteri,
partikel debu dan polutan di udara sesuai kebutuhan.
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(2) Ketentuan sistem penghawaan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan
teknis mengenai:

a. ventilasi alami; dan
b. ventilasi mekanis.

(3) Dalam hal ketentuan ventilasi alami sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, harus
disediakan ventilasi mekanis.

(4) Penerapan sistem ventilasi harus dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip penghematan energi dalam
Bangunan Gedung.

14. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Sistem pencahayaan bangunan gedung bertujuan agar
kegiatan pada Bangunan Gedung dapat dilaksanakan
secara efektif, nyaman dan hemat energi.

(2) Ketentuan sistem pencahayaan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan
teknis mengenai:

a. sistem pencahayaan alami; dan
b. sistem pencahayaan buatan.

(3) Ketentuan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan, pemasangan,
dan Pemeliharaan sistem pencahayaan pada Bangunan
Gedung.

(4) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b termasuk pencahayaan darurat.

(5) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus dipasang pada Bangunan Gedung dengan fungsi
tertentu, dapat bekerja secara otomatis, dan mempunyai
tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang
aman.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 59

(1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan
kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas
hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.

(2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan
dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas
medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan,
pemasangan, pengujian, pengoperasian dan
pemeliharaannya.

(3) Persyaratan instalasi gas medik harus mengikuti
keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.
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16. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 65

Kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 harus mempertimbangkan:

a. temperatur;

b. kelembaban relatif dalam ruang;

c. kecepatan laju udara atau kecepatan aliran udara; dan

d. pertukaran udara segar atau pertukaran udara alami
dalam ruangan.

Ketentuan kenyamanan kondisi udara dalam ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan

teknis mengenai:

a. kenyamanan termal secara alami berupa temperatur dan
kelembaban udara; dan

b. penggunaan pengkondisian udara secara buatan.

Dalam hal kenyamanan termal dalam ruang tidak dapat

dicapai dalam  kondisi alami, dapat digunakan

pengkondisian udara buatan untuk membantu pencapaian
kenyamanan termal.

Perencanaan sistem pengkondisian udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:

a. fungsi Bangunan Gedung atau ruang, jumlah Pengguna
dan/atau Pengunjung, letak, volume ruang, jenis
peralatan, dan penggunaan bahan bangunan;

b. kesehatan penghuni atau Pengguna;

c. kemudahan Pemeliharaan dan perawatan; dan

d. prinsip penghematan energi dan kelestarian lingkungan.

17. Ketentuan ayat (5) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

jdih.banyumaskab.go.id

Pasal 70
Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana
hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk
terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga,
ram, lift, tangga berjalan (eskalator) dan/atau lantai
berjalan (travelator).
Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal
harus berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas
bangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan
pengguna bangunan gedung.
Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai
harus menyediakan lift penumpang.
Setiap Bangunan Gedung yang memiliki lift penumpang
harus menyediakan lift khusus kebakaran, atau lift
penumpang yang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran
yang dimulai dari lantai dasar bangunan gedung.
Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam
gedung (lift), atau penggantinya sesuai dengan standar yang
berlaku.



18. Ketentuan ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf {, ayat (3) huruf f dan
ayat (4) huruf c dan f Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 78
Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana
dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. sesuai dengan rencana tata ruang;

b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang
berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;

c. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap
lingkungannya;

d. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;
dan

e. mempertimbangkan pendapat TPA/TPT dan pendapat
masyarakat.

Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang
melintasi prasarana dan/atau sarana umum harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sesuai dengan rencana tata ruang;
b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal,

c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang
berada di bawah tanah;

d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan
dan keselamatan bagi pengguna bangunan;

e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;
dan

f. mempertimbangkan pendapat TPA/TPT dan pendapat
masyarakat.

Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas
air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sesuai dengan rencana tata ruang;

b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi
lindung kawasan;

c. tidak menimbulkan pencemaran;

d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan,
kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna
bangunan;

e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;
dan

f. mempertimbangkan pendapat TPA/TPT dan pendapat
masyarakat.

Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran

udara listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggi

dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sesuai dengan rencana tata ruang;

b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan,
kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna
bangunan;



c. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi
harus mengikuti pedoman dan/atau Standar Teknis
tentang ruang bebas udara tegangan tinggi dan standar
yang berlaku tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET) - Nilai ambang batas medan listrik dan medan
magnet;

d. khusus menara telekomunikasi harus mengikuti
peraturan perundang-undangan mengenai
pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi;

e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;
dan

f. mempertimbangkan pendapat TPA/TPT dan pendapat
masyarakat.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 91
Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan
membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan pada
Perencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasa
perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai
sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi
dan klasifikasinya.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) perencanan teknis untuk Bangunan Gedung
sederhana.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanan teknis untuk
jenis Bangunan Gedung lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur di dalam peraturan Bupati.
Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan
berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan
kerja dengan penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung
yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun
dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.

20. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 92
diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

(1)
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Pasal 92
Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) dapat meliputi :
a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis
arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/
elektrikal,
gambar detail;
syarat-syarat umum dan syarat teknis;
rencana anggaran biaya pembangunan; dan
laporan perencanaan.

0o



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar

untuk pemberian PBG dengan mempertimbangkan

kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi

Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan,

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. pertimbangan dari TPA/TPT untuk Bangunan Gedung
yang digunakan bagi kepentingan umum;

b. pertimbangan dari TPA/TPT dan memperhatikan
pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang
akan menimbulkan dampak penting; dan

c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan
mendapatkan pertimbangan dari TPA/TPT serta
memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan
Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara
tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan
dikenakan biaya retribusi PBG yang besarnya ditetapkan
berdasarkan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung.
Berdasarkan pembayaran retribusi PBG sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan PBG.

Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur
dalam Peraturan Daerah tersendiri.

21. Ketentuan ayat (1) diubah serta ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf
d dan huruf e Pasal 93 dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 93

Permohonan PBG disampaikan kepada Bupati dengan
dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8§,
Pasal 9 dan Pasal 10.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :
a. data tanah;
b. data pemohon;
c. rencana teknis Bangunan Gedung;
d. dokumen/surat-surat lainnya yang terkait.
Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b terdiri dari :
a. dihapus.
b. dokumen identitas pemohon.
Data tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a
terdiri dari :
a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah dan/atau pejabat lain yang diatur

dalam Peraturan Perundang-undangan;



b.

C.

data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data
teknis tanah; dan

surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status
sengketa.

(5) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf e terdiri dari :

(6)

(7)

a.

b.
c.

d.
e.

surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam
keterangan rencana kota (KRK);

surat pernyataan menggunakan desain prototipe;

data perencanaan konstruksi jika menggunakan
perencanaan konstruksi;

Dihapus.

Dihapus.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a.

b.

data umum Bangunan Gedung;
rencana teknis Bangunan Gedung;

Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi
informasi mengenai :

J-

SR PR M0 Q0 o

nama Bangunan Gedung;

alamat lokasi Bangunan Gedung;

fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung;
jumlah lantai Bangunan Gedung;

luas lantai dasar Bangunan Gedung;

total luas lantai Bangunan Gedung;

ketinggian /jumlah lantai Bangunan Gedung;
luas basement;

jumlah lantai basement; dan

posisi Bangunan Gedung.

(8) Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c terdiri dari :

a.
b.
C.

rencana arsitektur;
rencana struktur; dan
rencana utilitas.

(9) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu :
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a.

rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian

meliputi :

1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana
(rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah
deret sederhana);

2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah
deret sampai dengan 2 lantai;

3) bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak
sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung
lainnya pada umumnya.

rencana teknis untuk Bangunan Gedung untuk

kepentingan umum;

rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus.



22. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1) Bupati memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 serta status/keadaan tanah
dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan
persetujuan pemberian PBG.

(2) Bupati menetapkan retribusi PBG berdasarkan bahan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterima permohonan PBG, untuk Bangunan
Gedung sederhana 1 lantai terhitung sejak tanggal diterima
PBG.

(4) Pemeriksaan dan penilaian permohonan PBG untuk
Bangunan Gedung yang memerlukan pengelolaan khusus
atau mempunyai tingkat kompleksitas yang dapat
menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterima permohonan PBG.

(5) Berdasarkan penetapan retribusi PBG sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pemohon PBG melakukan
pembayaran retribusi PBG ke kas daerah dan menyerahkan
tanda bukti pembayarannya kepada Bupati.

(6) Bupati menerbitkan PBG paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi
PBG oleh Bupati.

(7) Ketentuan mengenai PBG berlaku pula untuk rumah adat
kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah dengan
mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan
lokal yang berlaku di masyarakat hukum adatnya.

23. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95
(1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis Bupati meminta
pemohon PBG untuk menyempurnakan dan/atau
melengkapi persyaratan yang diajukan.
(2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak
permohonan PBG yang diajukan oleh pemohon.

24. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Penundaan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (2) dilakukan, apabila :

a. diperlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya
persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai
lingkungan yang direncanakan; dan

b. sedang disusun rencana umum atau rencana rinci.

(2) Penundaan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka
waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(3) Permohonan PBG, ditolak apabila Bangunan Gedung yang
akan dibangun:
a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
dan
b. penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan
Gedung tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
(4) Penolakan permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan
alasannya.

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 97 diubah, sehingga Pasal
97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

(1) Surat penolakan permohonan PBG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 ayat (4) harus sudah diterima pemohon
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat
penolakan dikeluarkan Bupati.

(2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

(3) Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap
keberatan pemohon.

(4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud
pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan
tersebut.

(5) Jika Bupati tidak melakukan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Bupati dianggap menerima alasan
keberatan pemohon sehingga Bupati harus menerbitkan
PBG.

26. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 98

(1) Bupati dapat mencabut PBG apabila :

a. Pekerjaan Bangunan Gedung yang tidak dilaksanakan
atau sedang dikerjakan terhenti selama 6 (enam) bulan
dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari
pemilik bangunan;

b. PBG diberikan berdasarkan data dan informasi yang
tidak benar; dan

c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen
rencana teknis yang telah disahkan dan/atau
persyaratan yang tercantum dalam izin.

(2) Sebelum pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada pemegang PBG diberikan peringatan secara
tertulis 3 (tiga) kali berturut- turut dengan tenggang waktu
30 (tiga puluh) hari dan diberikan kesempatan untuk
mengajukan tanggapannya.
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(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)

tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya
tidak dapat diterima, Bupati dapat mencabut PBG
bersangkutan.

Pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam bentuk surat keputusan Bupati yang
memuat alasan pencabutannya.

27. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 99

PBG tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah
ini :

a. memperbaiki Bangunan Gedung dengan tidak
mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis
bahan semula antara lain:

1) memplester;

2) memperbaiki retak bangunan;

3) memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;

4) memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2;

5) membuat pemindah halaman tanpa konstruksi;

6) memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan
utilitas;

7) mengubah bangunan sementara.

b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam
pekarangan bangunan;

c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi
kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak
melebihi garis sempadan belakang dan samping serta
tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum;

d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak
permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus
dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini
mengganggu kepentingan orang lain atau umum; dan

e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya
sementara waktu.

28. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 101 diubah,
sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
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Pasal 101

Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi
kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan,
perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung
dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan
Gedung.

Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah
Pemilik Bangunan Gedung memperoleh PBG dan
dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang
telah disahkan.



(3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan
hukum yang telah memenuhi syarat menurut Peraturan
perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh
Pemerintah Daerah.

(4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan
diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat
pembangunan yang ditetapkan dalam PBG.

29. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 102

Untuk memulai pembangunan, pemilik PBG wajib mengisi
lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan
keterangan mengenai :

a. nama dan alamat;

b. Nomor PBG;

c. lokasi bangunan; dan

d. pelaksana atau penanggung jawab pembangunan.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

(1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas
pengawas pelaksanaan konstruksi.

(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi
pemeriksaan  kesesuaian  fungsi, persyaratan tata

bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
kemudahan, dan PBG.

31. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105
Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
berwenang :

a. memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat
pelaksanaan konstruksi setelah menunjukkan tanda
pengenal dan surat tugas;

b. menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan,
rencana kerja syarat-syarat dan PBG;

c. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan
dan bangunan yang tidak memenuhi syarat, yang dapat
mengancam kesehatan dan keselamatan umum; dan

d. menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan
kepada instansi yang berwenang.
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32. Ketentuan ayat (4) Pasal 110 diubah, sehingga Pasal 110
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)
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Pasal 110

Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan atas dasar
permintaan pemilik/Pengguna Bangunan Gedung untuk
Bangunan Gedung yang telah selesai pelaksanaan
konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF Bangunan
Gedung yang telah pernah memperoleh SLF.

SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan mengikuti prinsip pelayanan prima
dan tanpa pungutan biaya.

SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan administratif
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1):
a. pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen
status hak atas tanah;

2) kesesuaian data aktual dengan data dalam PBG
dan/atau dokumen status kepemilikan Bangunan
Gedung;

3) kepemilikan dokumen PBG.
b. pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung :

1) kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan
dalam dokumen status kepemilikan Bangunan
Gedung;

2) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya
perubahan dalam dokumen status kepemilikan
tanah; dan

3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya
perubahan data dalam dokumen PBG.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :

a. pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung :

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen
pelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings,
pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/
perawatan Bangunan Gedung, peralatan serta
perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen
ikatan kerja;

2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium
untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan
dan kemudahan pada struktur, peralatan dan
perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana
pada komponen konstruksi atau peralatan yang
memerlukan data teknis akurat sesuai dengan
Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan
fungsi Bangunan Gedung.



b. pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung :

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen
hasil Pemeriksaan Berkala, laporan pengujian
struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan
Gedung serta prasarana Bangunan Gedung, laporan
hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan
perawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas,
arsitektrur dan dampak lingkungan yang
ditimbulkan;

2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium
untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan
dan kemudahan pada struktur, peralatan dan
perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana
pada struktur, komponen konstruksi dan peralatan
yang memerlukan data teknis akurat termasuk
perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas,
arsitektur serta dampak lingkungan  yang
ditimbulkannya, sesuai dengan Pedoman Teknis dan
tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung.

(6) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dicatat dalam daftar simak, disimpulkan dalam surat
pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama dan
Pemeriksaan Berkala.

33. Ketentuan ayat (5) huruf a dan huruf b dan ayat (7) serta ayat
(9) Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 111
(1) Pendataan Bangunan Gedung wajib dilakukan Pemerintah
Daerah untuk keperluan tertib administratif

Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(2) Sasaran pendataan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Bangunan Gedung,
yang meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan
Gedung yang telah ada.

(3) Bupati wajib menyimpan secara tertib data Bangunan
Gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.

(4) Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan
Pemerintah.

(5) Pendataan dan/atau pendaftaran Bangunan Gedung
dilakukan pada saat :
a. permohonan PBG;

b. permohonan Perubahan PBG, yaitu pada waktu
penambahan, pengurangan atau perubahan Bangunan
Gedung, yang telah memenuhi persyaratan PBG,
perubahan fungsi Bangunan Gedung, dan pelestarian
Bangunan Gedung;

c. penerbitan SLF pertama kali;
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d. perpanjangan SLF; dan
e. pembongkaran Bangunan Gedung.

(6) Pemutakhiran data dilakukan oleh Pemerintah Daerah
secara aktif dan berkala dengan melakukan pendataan
ulang Bangunan Gedung secara periodik yaitu :

a. setiap 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung fungsi
non-hunian; dan

b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk Bangunan Gedung
fungsi hunian.

(7) Proses pendataan Bangunan Gedung merupakan kegiatan
memasukan dan mengolah data Bangunan Gedung oleh
Pemerintah  Daerah sebagai proses lanjutan dari
pemasukan dokumen/pendaftaran Bangunan Gedung baik
pada proses PBG ataupun pada proses SLF dengan
prosedur yang sudah ditetapkan.

(8) Proses pendataan Bangunan Gedung merupakan kegiatan
memasukan dan mengolah data Bangunan Gedung oleh
Pemerintah  Daerah sebagai proses lanjutan dari
pemasukan dokumen/pendaftaran Bangunan Gedung baik
pada proses PBG ataupun pada proses SLF dengan
prosedur yang sudah ditetapkan.

(9) Output/hasil pendataan Bangunan Gedung dapat menjadi
dasar  pertimbangan  diterbitkannya  Surat = Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), sebagai bukti
telah terpenuhinya semua  persyaratan kegiatan
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(10) Proses pendataan Bangunan Gedung dilakukan pada
tahap:

a. perencanaan teknis, meliputi saat permohonan PBG dan
permohonan pembaruan PBG;

b. pelaksanaan  konstruksi, yaitu selama  proses
pelaksanaan  konstruksi yang menjadi  dasar
diterbitkannya SLF dan SBKBG sebelum Bangunan
Gedung dimanfaatkan;

c. pemanfaatan, yaitu pada saat permohonan
perpanjangan SLF, pembaruan SBKBG, atau pada
Bangunan Gedung terbangun;

d. Pelestarian, yaitu pada saat Bangunan Gedung
dinyatakan sebagai cagar budaya; dan

e. Pembongkaran Bangunan Gedung.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

34. Ketentuan ayat (1) Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

(1) Pemanfatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 merupakan kegiatan memanfaatkan
Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan
dalam PBG setelah pemilik memperoleh SLF.
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(2)

(3)

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis
untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung tanpa
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus
mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan
kegagalan Bangunan Gedung selama Pemanfaatan
Bangunan Gedung.

35. Ketentuan ayat (5) huruf d Pasal 117 diubah, sehingga Pasal
117 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()
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Pasal 117

Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 diberlakukan untuk Bangunan

Gedung yang telah dimanfaatkan dan masa berlaku SLF-

nya telah habis.

Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) yaitu:

a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal
sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi
(tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF);

b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal,
dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai
ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
dan

c. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal
tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada
umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berkhirnya
masa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengurusan  perpanjangan SLF dilakukan  setelah

pemilik /pengguna/pengelola Bangunan Gedung memiliki

hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung
berupa :

a. laporan Pemeriksaan Berkala, laporan pemeriksaan dan
perawatan Bangunan Gedung;

b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung; dan

c. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung atau rekomendasi.

Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh

pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung dengan

dilampiri dokumen :

a. surat permohonan perpanjangan SLF;

b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan

kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani

di atas meterai yang cukup;

as built drawings;

fotokopi PBG Bangunan Gedung atau perubahannya;

e



e. fotokopi dokumen status hak atas tanah;

f. fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan
Gedung;

g. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung
jawab di bidang fungsi khusus; dan

h. dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir.

(6) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

(7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan
SLF.

36. Ketentuan ayat (2) huruf ¢ Pasal 125 diubah, sehingga Pasal
125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi
Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari
masyarakat.

(2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak
dapat diperbaiki lagi;
b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan
bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya,;
c. Bangunan Gedung yang tidak memiliki PBG; dan/atau

d. Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan
tampilan baru.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) kepada
pemilik /Pengguna Bangunan Gedung yang akan ditetapkan
untuk dibongkar.

(4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung
wajib melakukan pengkajian teknis dan menyampaikan
hasilnya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah
menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk dibongkar
dengan surat penetapan pembongkaran atau surat
pesetujuan pembongkaran dari Bupati, yang memuat batas
waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas
pelanggaran yang terjadi.

37. Ketentuan ayat (2) Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126
berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 126

(1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya
dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan
umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan
rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia
jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian
yang sesuai.

(2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disetujui oleh Pemerintah Daerah,
setelah mendapat pertimbangan dari TPA/TPT.

(3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas
terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik
dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan
pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar
Bangunan Gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.

(4) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip
keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

38. Ketentuan ayat (5) Pasal 131 diubah, sehingga Pasal 131
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

(1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat
diperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkat
kerusakannya.

(2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih
dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai
hunian rumah tinggal pasca bencana berbentuk pemberian
bantuan perbaikan rumah masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
rehabilitasi Bangunan Gedung pascabencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

(5) Tata cara penerbitan PBG Bangunan Gedung hunian
rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana,
dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95.

(6) Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah
tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan
dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112.

39. Judul BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TPA DAN TPT

40. Judul Bagian Kesatu BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Bagian Kesatu
Pembentukan TPA
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41. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 133
(1) TPA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
ditetapkan oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

42. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 134
(1) Susunan keanggotaan TPA terdiri dari :
a. pengarah;
ketua;
wakil ketua;
sekretaris; dan

o oo

anggota.
(2) Keanggotaan TPA dapat terdiri dari unsur-unsur :
a. asosiasi profesi;

b. masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung
termasuk masyarakat adat;

c. perguruan tinggi; dan
d. instansi Pemerintah Daerah.

(3) Selain Masyarakat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, anggota TPA dapat ditambahkan dari

masyarakat ahli di luar bidang bangunan gedung dan
masyarakat adat sepanjang diperlukan.

(4) Keterwakilan wunsur-unsur asosiasi profesi, perguruan
tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat,
minimum sama dengan keterwakilan unsur-unsur instansi
Pemerintah Daerah.

(5) Keanggotaan TPA tidak bersifat tetap.
(6) Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.

(7) Nama-nama anggota TPA diusulkan oleh asosiasi profesi,
perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat yang disimpan dalam basis data daftar anggota TPA.

43. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 135
(1) TPA mempunyai tugas :
a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung
terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan

pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses
konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
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b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran
Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis
Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan
pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses
konsultasi Pembongkaran.

(2) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), TPA dapat membantu :

a. pembuatan acuan dan penilaian;
b. penyelesaian masalah; dan
c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

44. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 136
(1) Masa kerja TPA ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Masa kerja TPA dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2
(dua) kali masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

45. Judul Bagian Ketiga BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Bagian Ketiga
Pembiayaan TPA

46. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 137 diubah, sehingga
Pasal 137 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137

(1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TPA
dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. biaya pengelolaan basis data;
b. biaya operasional TPA yang terdiri dari :
1) biaya sekretariat;
2) persidangan;
3) honorarium dan tunjangan;
4) biaya perjalanan dinas.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai Peraturan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

47. Ketentuan BAB V ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian
Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
TPT

48. Diantara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 137A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 137A

(1) Anggota TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e
meliputi:
a. pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah
yang membidangi urusan Bangunan Gedung;

b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan
perumahan;

c. pejabat struktural dari perangkat daerah lain terkait
Bangunan Gedung; dan/atau

d. pejabat fungsional dari organisasi perangkat daerah lain
terkait Bangunan Gedung.

(2) Pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat berasal dari
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi :

a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. penataan ruang dan lingkungan;

c. kebakaran; dan/atau
d.

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat.

(3) Tim Penilai Teknis (TPT) mempunyai tugas :

a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung
berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar
teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada
Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan
Bangunan Gedung;

b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi
(SLF) perpanjangan;

c. memeriksa dokumen Rencana Tata Bangunan
Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap
pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan
Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada
Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan

d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi
kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis
(TPT) dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan
dokumen Rencana Tata Bangunan (RTB) Bangunan
Gedung dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli.

(4) Dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung adat, Tim
Penilai Teknis (TPA) dapat melibatkan masyarakat adat.

(5) Tim Penilai Teknis (TPT) menjalankan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) secara professional, objektif, tidak
menghambat proses konsultasi PBG dan RTB dan tidak
mempunyai konflik kepentingan.

(6) Penyampaian pertimbangan teknis dan/atau masukan
dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan ketentuan :

a. pertimbangan teknis dan/atau masukan anggota Tim
Penilai Teknis (TPT) sesuai dengan bidang keahliannya;
dan

b. pertanggungjawaban Tim Penilai Teknis (TPT) sebatas
pada pertimbangan teknis dan/atau masukan yang
disampaikan.
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49. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB
VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PENILIK

50. Diantara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 137B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137B

(1) Penilik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
status kepegawaian sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam hal jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi,
Penilik dapat berasal dari Pegawai Honorer yang diangkat
oleh Pemerintah Daerah.

(4) Penilik memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan
Bangunan Gedung secara administratif agar
Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan
oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penilik menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) secara professional, objektif dan tidak mempunyai
konflik kepentingan.

(6) Tugas Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan pada masa :

a. konstruksi;
b. Pemanfataan Bangunan Gedung; dan
c. Pembongkaran.

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a, penilik melakukan inspeksi untuk
mengawasi pelaksanakan PBG yang diterbitkan.

(8) Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) meliputi :
a. penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah
Daerah;

b. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan
konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG dan
ketentuan SMKK pada tahap pekerjaan struktur bawah,
pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas dan
pekerjaan mekanikan elektrikal;

c. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggah
kedalam SIMBG pada setiap tahapan pekerjaan
pelaksanaan konstruksi;

d. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal
ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana
teknis (Detail Engineering Design) dengan gambar
rencana kerja (shop drawing) yang disebabkan oleh
kondisi lapangan;
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(9)

(10)

(11)

(12)
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e. memberikan peringatan kepada penyelenggara
Bangunan Gedung dalam hal ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan
manajemen keselamatan konstruksi;

f. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah
dan mengunggahnya ke SIMBG;

g. menyaksikan pelaksanaan pengujian (Commisioning
Test);

h. membuat laporan pelaksanaan pengujian
(Commisioning Test) dalam SIMBG dan kesaksian
pengujian mengunggahnya ke dalam SIMBG;

i. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam
hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b, penilik melakukan inspeksi dalam rangka
pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) meliputi :

a. penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah
Daerah;

b. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian
Pemanfaatan Bangunan Gedung;

c. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang
membahayakan pengguna dan lingkungan;

d. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya
kedalam SIMBG; dan

e. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal
ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang
membahayakan pengguna dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf c, Penilik melakukan inspeksi untuk
Pembongkaran Bangunan Gedung.

Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) meliputi :
a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah

Daerah;

b. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan
pembongkaran dengan Rencana Teknis Pembongkaran
(RTB);

c. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya
kedalam SIMBG; dan

d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal
ditemukan  ketidaksesuaian antara  pelaksanaan
pembongkaran dengan Rencana Teknis Pembongkaran
(RTB).



S51. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 143
Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk rencana teknis
bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan
yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan,
dapat disampaikan melalui TPA dalam Pasal 133 atau dibahas
dalam dengar pendapat publik yang difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah.

52. Ketentuan ayat (1) Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 151

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme
penerbitan PBG, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan
pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan di bidang
penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah
melibatkan peran masyarakat :

a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

b. pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung;

c. dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan
berupa tanda jasa dan/atau insentif untuk
meningkatkan Peran Masyarakat.

53. Ketentuan ayat (1) Pasal 152 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 152
(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang
melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan
sanksi administratif, berupa :

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan
Bangunan Gedung;

sanksi denda;

pembekuan PBG;

pencabutan PBG;

pembekuan SLF Bangunan Gedung;

5ot o

i. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
j- perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling
banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang
sedang atau telah dibangun.
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(3)

(4)

)

Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang jasa
konstruksi.

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor
ke rekening kas Pemerintah Daerah.

Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya
pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan
pertimbangan TPA.

54. Ketentuan ayat (7) Pasal 153 dihapus, sehingga Pasal 153
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 153

Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal
10 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 103 ayat (2),
Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 117 ayat (3),
dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
berupa pembatasan kegiatan pembangunan.

Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat
belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi berupa penghentian sementara
pembangunan dan pembekuan izin mendirikan Bangunan
Gedung.

Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat
belas) hari kelender dan tetap tidak melakukan perbaikan
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,
pencabutan izin mendirikan Bangunan Gedung, dan
perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Thari kalender,
pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas
biaya Pemilik Bangunan Gedung.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda
administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh
per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang
bersangkutan.

Dihapus.

55. Ketentuan Pasal 155 dihapus.
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56. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 157

(1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap
berlaku.

(2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan
bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan
Daerah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya izin.

(3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki
PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Desember 2022

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (12-296/2022)

Saliman sesuai dengan aslinya
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ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

[. UMUM

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan
Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan
serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung
yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan
ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
berlandaskan pada pengaturan penataan ruang dan untuk menjamin kepastian
hukum serta ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan
Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan
Gedung.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung, dan untuk
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yakni Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya,
terdapat materi muatan yang diubah dan ditambahkan, antara lain pengaturan
Pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yaitu sertifikat yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung sebelum dapat dimanfaatkan, Pergantian nomenklatur Tim Ahli
Bangunan Gedung (TABG) menjadi Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis
(TPT), dan Penambahan pengaturan mengenai Penilik Bangunan Gedung atau
Penilik, yakni orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk
melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
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Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud standar yang berlaku adalah standar yang

ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional atau nama
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Yang dimaksud standar yang berlaku adalah standar yang

ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional atau nama
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Angka 11
Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud standar yang berlaku adalah standar yang

ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional atau nama
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Angka 17
Cukup jelas.
Angka 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud standar yang berlaku adalah standar yang

ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional atau nama
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas.
Angka 21
Cukup jelas.
Angka 22
Cukup jelas.
Angka 23
Cukup jelas.
Angka 24
Cukup jelas.
Angka 25
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29
Cukup jelas.
Angka 30
Cukup jelas.
Angka 31
Cukup jelas.
Angka 32
Cukup jelas.
Angka 33
Cukup jelas.
Angka 34
Cukup jelas.
Angka 35
Cukup jelas.
Angka 36
Cukup jelas.
Angka 37
Cukup jelas.
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Angka 38
Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.
Angka 40
Cukup jelas.
Angka 41
Cukup jelas.
Angka 42
Cukup jelas.
Angka 43
Cukup jelas.
Angka 44
Cukup jelas.
Angka 45
Cukup jelas.
Angka 46
Cukup jelas.
Angka 47
Cukup jelas.
Angka 48
Cukup jelas.
Angka 46
Cukup jelas.
Angka 47
Cukup jelas.
Angka 48
Cukup jelas.
Angka 49
Cukup jelas.
Angka 50
Cukup jelas.
Angka 51
Cukup jelas.
Angka 52
Cukup jelas.
Angka 53
Cukup jelas.
Angka 54
Cukup jelas.
Angka 55
Cukup jelas.
Angka 56
Cukup jelas.
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